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ABSTRAK
Judul Tesis: Tinjauan Hukum Atas Mekanisme Perlindungan Pengguna
Cryptocurrency Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
Kata Kunci: Mekanisme Perlindungan; Cryptocurrrency, UU PPSK

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan dalam
sektor keuangan, termasuk munculnya cryptocurrency sebagai salah satu bentuk
inovasi dalam sistem pembayaran dan investasi. Di Indonesia, tren ini
memunculkan berbagai tantangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen, kepastian regulasi, serta efektivitas pengawasan. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif dan
responsif terhadap risiko serta potensi yang ditawarkan oleh aset digital, khususnya
dalam konteks perlindungan hukum terhadap pengguna cryptocurrency. Masalah
utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum
terhadap pengguna cryptocurrency di Indonesia telah diakomodasi dalam UU
PPSK.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PPSK merupakan langkah awal
yang penting dalam meletakkan dasar hukum bagi pengawasan sektor keuangan
digital di Indonesia, termasuk terhadap aset kripto. Meskipun tidak menyebutkan
secara eksplisit istilah cryptocurrency, sejumlah ketentuan dalam UU PPSK
memberikan legitimasi bagi OJK untuk menjalankan fungsi pengawasan dan
perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital. Keberadaan Peraturan
OJK Nomor 27 Tahun 2024 juga memperkuat posisi OJK dalam mengatur
penyelenggaraan aset digital secara teknis dan substantif. Di sisi lain, peran
Bappebti masih penting dalam mengatur pasar fisik aset kripto melalui Peraturan
Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang menyentuh aspek kelembagaan, teknis, dan
edukatif. Kedua lembaga ini, meskipun bekerja secara paralel, menunjukkan
komitmen yang kuat dalam membentuk ekosistem kripto yang aman, transparan,
dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan masih mengemuka, terutama dalam
masa transisi pengawasan dari Bappebti ke OJK, belum adanya definisi hukum
eksplisit tentang aset kripto, serta minimnya regulasi substantif mengenai tanggung
jawab pelaku usaha dan mekanisme kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan regulasi turunan, pembentukan undang-undang khusus tentang aset
digital, serta peningkatan literasi masyarakat guna menciptakan sistem
perlindungan hukum yang komprehensif, berkeadilan, dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi keuangan global.

Kata Kunci: Mekanisme Perlindungan; Cryptocurrrency, UU PPSK
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ABSTRACT
Thesis Title: Legal Review of the Cryptocurrency User Protection Mechanism
According to Law Number 4 of 2023 on the Development and
Strengthening of the Financial Sector
Keywords: Protection Mechanism; Cryptocurrrency, PPSK Law

The rapid development of digital technology has brought changes in the
financial sector, including the emergence of cryptocurrencies as a form of
innovation in payment and investment systems. In Indonesia, this trend raises
various legal challenges related to consumer protection, regulatory certainty, and
the effectiveness of supervision. This research is motivated by the urgent need for
an adaptive and responsive legal framework to the risks and potentials offered by
digital assets, especially in the context of legal protection for cryptocurrency users.
The main issue examined in this study is the extent to which legal protection for
cryptocurrency users in Indonesia has been accommodated in the PPSK Law.

This research is a normative legal research using a legislative approach and
a conceptual approach. The data sources used in this study are secondary data
obtained from laws and regulations, legal literature, scientific journals, and official
documents. The data collection technique is carried out through literature study,
while the data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of the study show that the PPSK Law is an important first step
in laying the legal basis for the supervision of the digital financial sector in
Indonesia, including crypto assets. Although it does not explicitly mention the term
cryptocurrency, a number of provisions in the PPSK Law provide legitimacy for the
OJK to carry out the function of supervision and consumer protection in digital
financial services. The existence of OJK Regulation Number 27 of 2024 also
strengthens the OJK's position in regulating the implementation of digital assets
technically and substantively. On the other hand, the role of Bappebti is still
important in regulating the physical market of crypto assets through Bappebti
Regulation Number 5 of 2019 which touches on institutional, technical, and
educational aspects. These two institutions, while working in parallel, demonstrate
a strong commitment to forming a secure, transparvent, and sustainable crypto
ecosystem. However, challenges still arise, especially during the transition of
supervision from Bappebti to OJK, the absence of an explicit legal definition of
crypto assets, and the lack of substantive regulations regarding the responsibilities
of business actors and compensation mechanisms. Therefore, it is necessary to
strengthen derivative regulations, establish special laws on digital assets, and
increase public literacy to create a legal protection system that is comprehensive,
fair, and adaptive to global financial technology developments.

Keywords: Protection Mechanism; Cryptocurrrency, PPSK Law
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